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MOTTO

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu

dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

(QS.AL-Maidah [5]; 49)*

! http://www.alquran-melayu.com/5-al-maidah/ Diakses pada tanggal 11 Juni 2014, Pukul 12.30
wiB
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RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa Putusan pengadilan
idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan, maka
dari hal tersebut ketentuan Pasal 253 ayat (1) menyebutkan Mahkamah Agung
memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ditingkat kasasi atas
permintaan para pihak mengenai penerapan hukumnya, cara mengadili, serta
melihat batas kewenangan dalam mengadili, hal ini bertujuan untuk mewujudkan
terpenuhinya aspek kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam suatu
putusan pengadilan. Jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dalam
putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus/2011 karena menganggap judex factie telah salah
menerapkan hukum, sehingga menurut jaksa penuntut umum putusan judex factie
bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Terlepas dari alasan pengajuan
kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya timbul isu hukum
mengenai penjatuhan pidana oleh judex factie terhadap terdakwa yakni dengan
pidana penjara selama 5 (lima) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah). Pasal pidana yang diancamkan kepada terdakwa mengatur hukuman
yang bersifat alternatif yakni pidana penjara atau denda. Rumusan alternatif
merupakan rumusan norma yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam
melakukan penuntutan dan hakim dalam menimbang tuntutan jaksa penuntut
umum menjatuhkan pidana, yaitu harus memilih antara pidana penjara atau pidana
denda. Sementara, penjatuhan pidana dalam kasus ini seolah-olah tidak
memberikan kepastian hukum dalam pemberian sanksi pidana kepada terdakwa.

Ada dua permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pertama,
Pertama, konsep perumusan putusan pidana yang berkepastian hukum. Kedua,
kesesuaian perumusan putusan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011 dengan unsur kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal
research), yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif
dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif. Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan konseptual. Setelah seluruh bahan hukum



terkumpul kemudian dianalisis sintesis yang menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan sebelumnya.

Hasil penelitian ini terdiri atas 2 hal. Pertama, dalam menciptakan suatu
putusan yang berkepastian hukum, hakim di dalam praktek peradilan haruslah
betul-betul menerapkan aturan hukum yang tertulis dengan cara memberikan
putusan pidana (straftmacht) sesuai dengan batas ancaman maksimum dan
minimum pidana dan (strafsoort) jenis perumusan sanksi pidana yang
sebagaimana telah ditentukan ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
Kedua, perumusan pidana dari judex factie yang termuat didalam Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2520 K/Pid.sus/2011 sangatlah
tidak memberikan kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sistem
pemidanaan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang
Perikanan dan judex factie telah salah menerapkan hukum bahwa hukum tidak
diterapkan sebagaimana mestinya.

Saran dalam penelitian ini yakni hakim Mahkamah Agung dalam hal ini
yang memiliki kekuasaan tertinggi haruslah lebih teliti dan cermat lagi dalam
memeriksa dan memutus perkara dalam sidang pengadilan, sehingga hukum dapat
diterapkan sebagaimana mestinya. Selain hal itu setiap putusan pengadilan
idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan.
Sehingga hal seperti penjatuhan pidana yang tidak memberikan kepastian hukum
seperti kasus terdakwa La Rusu tidak terulang kembali, dan tidak menjadi suatu
kebiasaan apabila menerapkan suatu peraturan hukum yang tidak sebagaimana

mestinya.
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